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ABSTRAK 
Kesenjangan implementasi Peraturan Desa (Perdes) dengan dokumen perencanaan pembangunan menjadi 

tantangan utama tata kelola desa di Indonesia. Ketidakselarasan antara Perdes, RPJMDes, RKPDes, dan 

APBDes mengakibatkan program tidak fokus dan rentan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

bertujuan meningkatkan kapasitas aparat desa dalam implementasi Perdes agar program pembangunan 

memiliki dasar hukum yang legitimatif. Pelaksanaan dilakukan di Desa Bondula dan Desa Bihe, 

Kabupaten Gorontalo, pada 9 September 2025, melibatkan 30 aparat desa melalui pendekatan 

Participatory Action Research (PAR) dengan pelatihan intensif 8 jam. Data dikumpulkan menggunakan 

pre-test dan post-test, observasi partisipatif, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil menunjukkan 

peningkatan skor pengetahuan yang signifikan dari rata-rata 4,2 menjadi 7,8 (peningkatan 85,7%; 

p<0,001), disertai pencapaian target yang melebihi ekspektasi: 100% peserta mampu mengidentifikasi 

mandat Perdes dan 86,7% mampu menyusun rancangan program berbasis Perdes. Output utama mencakup 

empat rancangan program desa berbasis Perdes dengan total alokasi Rp 750 juta, matriks sinkronisasi 

Perdes–RPJMDes–RKPDes–APBDes, serta roadmap implementasi. Kolaborasi akademisi dan program 

internasional terbukti efektif memperkuat kapasitas aparat desa, dengan potensi replikasi yang tinggi untuk 

mendukung pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia. 

 
Kata kunci:  Kapasitas aparat desa, pembangunan berkelanjutan, tata kelola desa 
 

 
ABSTRACT 

The misalignment between Village Regulations (Peraturan Desa—Perdes) and village development 

planning documents remains a critical challenge in village governance in Indonesia. Inconsistencies 

among Perdes, the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), the Village Government Work 

Plan (RKPDes), and the Village Budget (APBDes) often result in unfocused programs and increased legal 

vulnerability. This community engagement initiative aimed to strengthen the capacity of village officials in 

implementing Perdes to ensure that development programs are legally grounded and institutionally 

legitimate. The program was conducted in Bondula and Bihe Villages, Gorontalo Regency, on September 

9, 2025, involving 30 village officials. A Participatory Action Research (PAR) approach was employed 

through an intensive eight-hour training session. Data were collected using pre-test and post-test 

assessments, participatory observation, and Focus Group Discussions (FGDs). The findings indicate a 

significant improvement in participants’ knowledge, with average scores increasing from 4.2 to 7.8 (an 

85.7% increase; p < 0.001). Performance indicators exceeded expectations: 100% of participants were 

able to identify regulatory mandates within Perdes, and 86.7% successfully drafted program proposals 

aligned with Perdes provisions. Key outputs included four Perdes-based village program drafts with a 

total budget allocation of IDR 750 million, a synchronization matrix integrating Perdes with RPJMDes–

RKPDes–APBDes, and an implementation roadmap. The collaboration between academia and  
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international development programs proved effective in enhancing village governance capacity and 

demonstrates strong potential for replication to support sustainable rural development in Indonesia. 

. 
Keywords:  Village apparatus capacity, sustainable development, village governance. 

 

 
 

PENDAHULUAN 

Pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal merupakan 

fondasi utama kemajuan bangsa Indonesia. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan 

Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 telah memberikan mandat jelas bahwa Peraturan 

Desa (Perdes) harus menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program 

desa (Thamrin & Ridho, 2020). Dalam konteks ini, Perdes menjadi instrumen hukum 

utama yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan program pembangunan 

konkret. Keberhasilan beberapa desa percontohan dalam menyelaraskan Perdes dengan 

program unggulan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan sampah 

berbasis partisipasi, atau program kesehatan lingkungan membuktikan bahwa 

transformasi Perdes ke dalam aksi nyata sangat mungkin dilakukan dengan 

pendampingan yang tepat (Purnomo et al., 2020; Habib & Kiswanto, 2024). Model 

capacity building berbasis collaborative governance yang melibatkan akademisi dan 

program internasional menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam berbagai konteks 

pengembangan desa di Indonesia (Zeho et al., 2020; Wijaya et al., 2022). 

Digitalisasi tata kelola desa juga menjadi tren penting dalam modernisasi 

administrasi publik pedesaan, dimana inovasi pelayanan publik berbasis digital 

memerlukan capacity building yang terstruktur (Hajar & Arma, 2024; Sihombing, 2024). 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa participatory governance dalam konteks 

rural development memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap konteks lokal (Wong, 

2021; Basel, 2020). Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara 

LP3M Universitas Gorontalo dengan Program GEF SGP Indonesia, menerapkan 

pendekatan Participatory Action Research yang terbukti efektif dalam membangun 

kapasitas komunitas (Zhang, 2022). Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip New 

Public Management, collaborative governance, dan capacity development framework 

untuk menciptakan solusi komprehensif bagi tantangan implementasi Perdes di tingkat 

desa. 

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi 

yang ada dengan implementasi program pembangunan di tingkat desa. Peraturan Desa 

(Perdes), sebagai produk hukum yang lahir dari aspirasi warga, seringkali tidak 

terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMDes, RKPDes, 

dan APBDes (Syukri, 2021; Atmadja et al., 2021). Fenomena disharmoni antara Perdes 

dengan dokumen perencanaan telah mengakibatkan program pembangunan desa yang 

tidak fokus, tumpang tindih, dan bahkan bertentangan dengan mandat hukum yang telah 

ditetapkan. Wijayanti dan Taufik (2022) menegaskan bahwa ketidakselarasan dokumen 

perencanaan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi peran dana 

desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan serupa juga dikuatkan oleh 
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Mahmud et al. (2020) dan Nawawi et al. (2020) yang menunjukkan pentingnya 

sinkronisasi dalam pengelolaan program desa. 

Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparat desa dalam 

memahami hierarki hukum desa dan menerjemahkan mandat Perdes ke dalam program 

konkret yang operasional. Darwin et al. (2021) mengidentifikasi bahwa capacity building 

sistematis bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa masih sangat terbatas, 

sehingga implementasi program menjadi tidak optimal. Kondisi serupa juga ditemukan 

dalam studi Noor et al. (2024) tentang penguatan manajemen BUMDes yang 

memerlukan program capacity building terstruktur. Kompleksitas tata kelola desa 

modern juga mencakup aspek digitalisasi dan inovasi pelayanan publik yang 

memerlukan pendekatan terintegrasi (Anas et al., 2024). Pengalaman dalam 

pengembangan desa wisata menunjukkan pentingnya capacity building institusi 

masyarakat sebagai foundation pengelolaan yang berkelanjutan (Safari et al., 2023; 

Demolingo et al., 2021; Sutomo, 2024). 

Desa Bondula dan Desa Bihe di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, 

menghadapi tantangan serupa dimana terdapat ketidakselarasan antara regulasi yang 

telah ditetapkan dengan program pembangunan yang dilaksanakan. Assessment awal 

menunjukkan bahwa kedua desa telah memiliki beberapa Perdes yang mengatur berbagai 

aspek pembangunan, namun implementasinya dalam dokumen perencanaan masih belum 

optimal, sejalan dengan temuan Sara dan Saputra (2021) serta Winarsi dan Moechthar 

(2020) tentang pentingnya good governance dalam tata kelola desa. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Desain dan pendekatan 

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research 

(PAR) yang menekankan siklus partisipatif identifikasi masalah–aksi–refleksi–perbaikan 

bersama aparat desa. Pendekatan ini dipilih karena tujuan kegiatan bukan hanya 

meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga menghasilkan keluaran praktis berupa 

rancangan program desa dan mekanisme implementasi Peraturan Desa (Perdes) yang 

dapat diterapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. 

Lokasi, waktu, dan peserta 

Kegiatan dilaksanakan di Desa Bondula dan Desa Bihe, Kecamatan Asparaga, 

Kabupaten Gorontalo pada 9 September 2025. Peserta berjumlah 30 orang yang 

merepresentasikan unsur pengambil keputusan desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Kaur Perencanaan, Kepala Dusun, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Partisipasi 

peserta bersifat aktif melalui diskusi, latihan, dan penyusunan dokumen kerja. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Desa Bihe (BT: 122° 23' 52,065" E dan LU:  0° 49' 

24,594" N) dan Desa Bondula (BT: 122° 26' 39,631" E dan LU: 0° 50' 35,104" N) 

Tahapan kegiatan (prosedur PAR) 

Pelaksanaan kegiatan mengikuti tahapan berikut: 

1. Diagnosa awal (baseline): pemetaan kesenjangan (gap) pemahaman dan praktik 

implementasi Perdes melalui diskusi awal, observasi, dan pre-test. 

2. Aksi (pelatihan terstruktur): pelatihan dan pendampingan terarah untuk 

meningkatkan kapasitas implementasi Perdes ke dalam program, perencanaan, dan 

penganggaran desa. 

3. Refleksi dan penguatan (FGD): diskusi terarah untuk memvalidasi pemahaman, 

mengidentifikasi hambatan implementasi, dan menyepakati rencana tindak lanjut. 

4. Output dan rencana keberlanjutan: penyusunan keluaran kerja (draft program 

berbasis Perdes, matriks sinkronisasi dokumen, dan roadmap tindak lanjut) sebagai 

bentuk penerapan hasil pelatihan. 

Materi dan skenario pelatihan 

Pelatihan dilaksanakan selama 8 jam dan dibagi menjadi dua sesi utama: 

1. Analisis Hukum dan Integrasi Dokumen (±3 jam): hierarki hukum desa, teknik 

mengidentifikasi mandat imperatif dalam Perdes, serta simulasi sinkronisasi 

Perdes dengan RPJMDes/RKPDes. 
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2. Perencanaan dan Penganggaran Program (±3 jam): penyusunan logframe program 

responsif Perdes, simulasi integrasi program ke APBDes, dan penyusunan 

rancangan program prioritas berbasis mandat Perdes. Sisa waktu digunakan untuk 

review hasil kerja kelompok, umpan balik, dan perumusan rencana tindak lanjut. 

Teknik pengumpulan data 

Data dikumpulkan melalui tiga sumber: 

1. Pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan/kompetensi peserta 

sebelum dan sesudah pelatihan. 

2. Observasi partisipatif selama pelatihan untuk mencatat dinamika pembelajaran, 

respons peserta, dan proses penyusunan keluaran kerja. 

3. Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali hambatan implementasi, strategi 

pemecahan, dan kesiapan penerapan pascapelatihan. 

Instrumen penelitian (pre–post test) dan kualitas instrumen 

Instrumen pre–post test disusun berbasis indikator kompetensi implementasi 

Perdes, meliputi: (a) pemahaman hierarki hukum desa, (b) identifikasi mandat Perdes,  

(c) penyusunan program berbasis mandat hukum, (d) sinkronisasi Perdes–RPJMDes, (e) 

integrasi Perdes–APBDes, dan (f) monitoring berbasis indikator. 

Skor menggunakan rentang 0–10 per indikator dan dihitung sebagai skor rata-rata 

keseluruhan. Validitas isi instrumen dilakukan melalui expert judgement oleh 3 ahli, 

yaitu: (1) pakar hukum desa (Fakultas Hukum Universitas Gorontalo), (2) ahli tata kelola 

desa (Fakultas Pertanian), dan (3) ahli pengukuran pendidikan (Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan). Masukan ahli digunakan untuk penyempurnaan redaksi butir, 

kesesuaian indikator dengan tujuan pelatihan, serta kejelasan pedoman skoring. 

Reliabilitas internal instrumen diuji menggunakan Cronbach’s alpha. 

Analisis data 

Analisis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif: 

1. Analisis kuantitatif: Perbedaan skor pre-test dan post-test diuji menggunakan uji t 

berpasangan (paired sample t-test) pada α = 0,05. Hasil dilaporkan lengkap 

mencakup mean±SD, t(df), p (exact), mean difference (MD), SD difference, 

ukuran efek (Cohen’s d berpasangan), serta 95% confidence interval untuk mean 

difference. 

2. Analisis kualitatif: Data observasi dan FGD dianalisis dengan thematic analysis 

untuk mengidentifikasi tema utama terkait hambatan implementasi, kebutuhan 

dukungan, dan strategi keberlanjutan. Keabsahan temuan diperkuat melalui 

triangulasi sumber (tes, observasi, FGD) dan triangulasi metode. 

Etika dan pengendalian mutu pelaksanaan 

Seluruh peserta memperoleh penjelasan tujuan kegiatan dan penggunaan data secara 

agregat. Pengendalian mutu dilakukan melalui standarisasi materi, pedoman fasilitasi, 
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dan pemeriksaan ulang hasil kerja kelompok (dokumen output) agar selaras dengan 

mandat Perdes dan konteks desa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Partisipan dan Kondisi Awal 

Kegiatan pengabdian masyarakat diikuti oleh 30 aparat desa dari Desa Bondula dan 

Desa Bihe dengan komposisi yang representatif dari berbagai elemen desa. Distribusi 

peserta mencakup berbagai tingkat jabatan dengan dominasi Kepala Dusun (33,3%) dan 

anggota BPD (33,3%), menunjukkan keterlibatan tingkat grassroots yang kuat dalam 

proses pembelajaran. 

Tabel 1. Profil Partisipan Pelatihan 

Karakteristik Kategori Jumlah Persentase (%) 

Jabatan Kepala Desa 2 6,7% 

 Sekretaris Desa 2 6,7% 

 Kaur Perencanaan 3 10,0% 

 Kepala Dusun 10 33,3% 

 Anggota BPD 10 33,3% 

 Tokoh Masyarakat 3 10,0% 

Jenis Kelamin Laki-laki 23 76,7% 

 Perempuan 7 23,3% 

Rentang Usia 25-35 tahun 5 16,7% 

 35-45 tahun 12 40,0% 

 45-55 tahun 10 33,3% 

 55-65 tahun 3 10,0% 

Pendidikan SMA/Sederajat 16 53,3% 

 Diploma/Sarjana 14 46,7% 

Sumber: Data Primer, 2025 

 
Baseline capacity assessment melalui pre-test menunjukkan rata-rata skor 

pengetahuan peserta tentang implementasi Perdes sebesar 4,2 dari skala 10, 

mengindikasikan kesenjangan signifikan dalam pemahaman aparat desa terhadap 

integrasi regulasi dengan perencanaan program. Identifikasi gap menunjukkan tiga area 

utama yang memerlukan penguatan: pemahaman hierarki hukum desa (skor 2,8/10), 

keterampilan menyusun program berbasis mandat hukum (skor 3,5/10), dan kemampuan 

mengintegrasikan Perdes dengan APBDes (skor 4,1/10). 

Proses Pelaksanaan dan Hasil Pembelajaran 

Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui paparan materi, 

diskusi kelompok, simulasi, dan refleksi bersama. Pola ini sejalan dengan kebutuhan 

penguatan tata kelola desa yang menuntut adanya proses belajar berbasis pengalaman 

dan kolaborasi aktor desa agar keputusan program tidak berhenti sebagai dokumen 

formal, tetapi menjadi praktik kelembagaan yang berulang di siklus perencanaan 

berikutnya (Hajar & Arma, 2024; Syukri, 2021). Selama sesi analisis hukum, peserta 

dilatih untuk mengenali mandat operasional dari Peraturan Desa (Perdes) melalui 

penandaan unsur imperatif dan pemetaan konsekuensi programatik. Tahap ini kemudian 
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dihubungkan dengan sesi perencanaan–penganggaran, sehingga peserta dapat memahami 

―jalur‖ Perdes menuju program, kegiatan, hingga pos anggaran. 

Secara kuantitatif, efektivitas pelatihan terlihat dari peningkatan skor kompetensi 

pre-test dan post-test. Rata-rata skor meningkat dari 4,2 (SD = 1,3) menjadi 7,8 (SD = 

0,4) dengan mean difference (MD) = 3,6 (SD_diff = 1,03). Penurunan variasi skor (SD 

pre lebih besar daripada SD post) menunjukkan pemahaman peserta menjadi lebih 

merata setelah pelatihan, yang penting dalam konteks aparat desa karena kualitas 

implementasi kebijakan sering dipengaruhi oleh konsistensi kapasitas antar perangkat 

(Darwin et al., 2021; Ariyanto & Sunaryo, 2024). Untuk memastikan peningkatan 

tersebut signifikan secara statistik, dilakukan uji t berpasangan. Hasil uji menunjukkan 

perbedaan yang signifikan: t(29) = 19,05; p < 0,001, dengan 95% CI mean difference 

3,21–3,99. Ukuran efek Cohen’s d (paired) = 3,48 mengindikasikan efek yang sangat 

besar, sehingga pelatihan memiliki dampak praktis yang kuat pada peningkatan kapasitas 

peserta. Ringkasan hasil kuantitatif ini disajikan pada Tabel 2. Temuan ini sejalan 

dengan studi-studi penguatan kapasitas pengelolaan desa dan dana desa yang 

menekankan bahwa model pendampingan/latihan terstruktur dapat meningkatkan kinerja 

tata kelola ketika diarahkan pada keterampilan kerja yang langsung dipraktikkan 

(Ariyanto & Sunaryo, 2024; Gunawan, 2024; Zeho et al., 2020). 

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test 

Aspek Pengetahuan 
Pre-

test 
Post-test Peningkatan 

% 

Peningkatan 

Hierarki Hukum Desa 2,8 7,9 5,1 182,1% 

Identifikasi Mandat Perdes 3,2 8,2 5,0 156,3% 

Penyusunan Program Berbasis Hukum 3,5 8,1 4,6 131,4% 

Sinkronisasi Perdes-RPJMDes 4,1 7,8 3,7 90,2% 

Integrasi Perdes-APBDes 4,1 7,6 3,5 85,4% 

Monitoring Berbasis Indikator 4,8 7,5 2,7 56,3% 

Rata-rata Keseluruhan 4,2 7,8 3,6 85,7% 

Signifikansi Statistik    p < 0,001 

Sumber: Data Primer, 2025 

 

Selain peningkatan skor, proses pembelajaran juga tampak dari hasil kerja 

kelompok dan respons peserta selama simulasi. Peserta mulai dapat mengubah ―bahasa 

kebijakan‖ menjadi ―bahasa program‖: dari mandat Perdes menjadi tujuan program, 

indikator, rencana kegiatan, dan kebutuhan anggaran. Kemampuan ini penting karena 

salah satu masalah umum dalam tata kelola desa adalah lemahnya integrasi kebijakan–

perencanaan–penganggaran yang berdampak pada akuntabilitas dan efektivitas program 

(Atmadja et al., 2021; Mahmud et al., 2020; Zeho et al., 2020). 

Output Program Berbasis Perdes 

Output utama kegiatan adalah tersusunnya program-program desa berbasis 

mandat Perdes yang disertai dasar hukum dan rancangan pembiayaan. Program yang 

dihasilkan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami Perdes sebagai dokumen 
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formal, tetapi mampu menurunkannya menjadi agenda pembangunan yang operasional 

dan terukur. Rincian program dan rencana anggaran disajikan pada Tabel 3. 

Secara konseptual, penyusunan program berbasis Perdes ini memperkuat dimensi 

good governance pada tingkat desa, terutama pada aspek kepastian dasar hukum 

program, konsistensi perencanaan, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya 

(Gunawan, 2024; Sara & Saputra, 2021). Selain itu, proses perumusan program secara 

partisipatif juga relevan dengan pendekatan tata kelola kolaboratif di wilayah perdesaan, 

di mana keberhasilan implementasi meningkat ketika ada penyepahaman antaraktor 

mengenai tujuan, peran, dan mekanisme pelaksanaan (Wijaya et al., 2022; Zeho et al., 

2020). 

Tabel 3. Hasil Diskusi: Contoh Output Program Desa Berbasis Perdes 

Desa 
Nama 

Program 

Dasar Hukum 

(Perdes) 
Alokasi Anggaran 

Target 

Pencapaian 
Timeline 

Bondula Program 

Penguatan Tata 

Ruang Desa 

Berkelanjutan 

Perdes No. 

2/2024 tentang 

Rencana Tata 

Ruang Desa 

Rp 150.000.000 Menata 80% 

kawasan 

permukiman 

24 bulan 

Bondula Program 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga 

Melalui 

BUMDes 

Terpadu 

Perdes No. 

3/2024 tentang 

BUMDes 

Rp 250.000.000 Meningkatkan 

pendapatan 60 

keluarga sebesar 

40% 

18 bulan 

Bihe Program Desa 

Wisata Berbasis 

Kearifan Lokal 

Perdes No. 

1/2024 tentang 

Pengembangan 

Potensi Desa 

Rp 200.000.000 Mengembangkan 3 

destinasi wisata, 

melibatkan 50 

keluarga 

24 bulan 

Bihe Program 

Pengelolaan 

Sampah 

Terpadu 

Menuju Zero 

Waste Village 

Perdes No. 

4/2024 tentang 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Rp 150.000.000 Mengurangi 

volume sampah 

70% 

24 bulan 

Sumber: Data Primer, 2025 

Template Sinkronisasi Perdes–RPJMDes–RKPDes–APBDes 

Kegiatan juga menghasilkan template sinkronisasi Perdes dengan dokumen 

perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes), dimaksudkan 

untuk menutup kesenjangan implementasi,. Template ini berfungsi sebagai alat kerja 

agar mandat regulasi tidak terputus pada tahap dokumen, melainkan mengalir secara 

sistematis ke program, kegiatan, dan pembiayaan. Keberadaan alat sinkronisasi tersebut 

memperkuat konsistensi manajemen keuangan desa—yang dalam literatur sering disebut 

sebagai faktor penentu efektivitas pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat 

(Atmadja et al., 2021; Wijayanti & Taufik, 2022; Mahmud et al., 2020). Dari sisi tata 

kelola, template sinkronisasi juga mendorong coherence (keterpaduan lintas dokumen) 

dan accountability (kejelasan indikator dan pembiayaan), sehingga dapat mengurangi 

praktik ―program tidak berbasis mandat‖ atau ―anggaran tidak berbasis prioritas‖. Hal ini 
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selaras dengan kajian-kajian yang menekankan pentingnya tata kelola dana desa yang 

transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan, serta melibatkan kolaborasi pemangku 

kepentingan (Gunawan, 2024; Zeho et al., 2020). 

Evaluasi Efektivitas dan Kepuasan Peserta 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya meningkatkan nilai 

post-test, tetapi juga meningkatkan persepsi peserta terhadap relevansi materi dan 

kemudahan penerapan. Penilaian peserta yang dirangkum pada Tabel 4 memperlihatkan 

bahwa sesi identifikasi mandat Perdes dan simulasi integrasi ke dokumen desa dipandang 

paling membantu, karena langsung menjawab persoalan yang sering muncul di 

lapangan—yakni kesenjangan antara regulasi dan praktik administrasi desa. 

Secara teoritis, temuan ini konsisten dengan pendekatan inovasi layanan publik dan tata 

kelola desa berbasis co-creation yang menekankan bahwa nilai publik meningkat ketika 

aktor pemerintahan dan masyarakat membangun solusi secara bersama, bukan sekadar 

menerima materi satu arah (Hajar & Arma, 2024). Selain itu, evaluasi peserta juga 

menguatkan argumen bahwa pembangunan kapasitas yang efektif membutuhkan 

penguatan aspek prosedural (tools, template, alur kerja) agar implementasi dapat 

direplikasi dan tidak bergantung pada individu tertentu (Darwin et al., 2021; Ariyanto & 

Sunaryo, 2024). 

Tabel 4. Evaluasi Kepuasan dan Feedback Peserta 

Aspek Evaluasi 

Skor 

Rata-

rata 

Kategori 

Penilaian 

Persentase 

Responden 
Komentar Dominan 

Relevansi 

Materi 

4,8/5 Sangat Baik 96,7% (sangat 

puas) 

"Materi sangat sesuai 

kebutuhan desa" 

Kualitas 

Fasilitator 

4,7/5 Sangat Baik 93,3% (sangat 

puas) 

"Fasilitator ahli dan 

berpengalaman" 

Aplikabilitas 

Hasil 

4,5/5 Sangat Baik 86,7% (sangat 

puas) 

"Dapat langsung 

diterapkan di desa" 

Metode 

Pembelajaran 

4,4/5 Baik 80,0% (puas) "Interaktif dan mudah 

dipahami" 

Kepuasan 

Keseluruhan 

4,6/5 Sangat Baik 90,0% (sangat 

puas) 

"Sangat bermanfaat dan 

transformatif" 

Sumber: Data Primer, 2025 

Kendala yang Dihadapi dan Strategi Pemecahan 

Kendala utama yang teridentifikasi adalah (1) kompleksitas bahasa hukum 

Perdes, (2) keterbatasan waktu pelatihan, dan (3) variasi latar pendidikan peserta. 

Kompleksitas bahasa hukum membuat sebagian peserta sulit membedakan pasal 

normatif dan pasal imperatif yang memuat mandat operasional. Karena itu, strategi 

pemecahan difokuskan pada penyederhanaan reading strategy (kata kunci imperatif), 

contoh kasus kontekstual, serta latihan bertahap dari mandat → program → indikator → 

pembiayaan. 
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Keterbatasan waktu diatasi melalui pemfokusan materi pada kompetensi inti 

implementasi dan penggunaan kerja kelompok agar proses belajar menjadi lebih cepat 

melalui peer learning. Variasi latar pendidikan ditangani melalui pendampingan 

diferensiatif saat simulasi dan pemberian umpan balik langsung. Strategi ini relevan 

dengan temuan penelitian tata kelola desa yang menekankan bahwa efektivitas program 

penguatan kapasitas sangat dipengaruhi oleh adaptasi metode pada karakteristik lokal 

dan kesiapan aktor (Syukri, 2021; Ariyanto & Sunaryo, 2024). 

Action Plan dan Sustainability 

Sebagai tindak lanjut, disusun rencana aksi yang menempatkan output pelatihan 

sebagai bagian dari siklus perencanaan desa. Rencana aksi mencakup finalisasi program 

berbasis Perdes, integrasi bertahap ke RKPDes/APBDes, pembentukan mekanisme 

monitoring indikator, dan evaluasi pelaksanaan. Keberlanjutan juga diarahkan pada 

penguatan kolaborasi antara perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan mitra eksternal 

agar implementasi lebih akuntabel dan terjaga dari sisi legitimasi sosial. Pola ini sesuai 

dengan literatur collaborative governance yang menekankan bahwa keterpaduan peran 

aktor dan mekanisme koordinasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan 

pembangunan perdesaan (Wijaya et al., 2022; Zeho et al., 2020). Dengan demikian, hasil 

kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dan kolaboratif mampu 

meningkatkan kapasitas aparat desa secara signifikan (Tabel 2) serta menghasilkan 

keluaran kerja yang siap diimplementasikan (Tabel 3) dan diterima baik oleh peserta 

(Tabel 4). Temuan ini memperkuat pentingnya model penguatan kapasitas yang 

menghubungkan aspek regulatif, manajerial, dan akuntabilitas dalam satu rangkaian 

kerja yang dapat direplikasi pada siklus perencanaan desa berikutnya (Atmadja et al., 

2021; Gunawan, 2024; Zeho et al., 2020). 

KESIMPULAN 

Pengabdian masyarakat berupa pelatihan penguatan kapasitas aparat desa dalam 

implementasi Peraturan Desa untuk program pembangunan berkelanjutan telah mencapai 

tujuan yang ditetapkan dengan hasil memuaskan. Keberhasilan peningkatan kapasitas 

100% peserta tercermin dari peningkatan skor pengetahuan signifikan dari rata-rata 4,2 

menjadi 7,8 (peningkatan 85,7%, p<0,001). Terwujudnya integrasi Perdes dengan 

program pembangunan merupakan pencapaian utama yang terukur melalui peningkatan 

tingkat kesesuaian dari 40% menjadi 85%. Efektivitas kolaborasi akademisi-program 

internasional terbukti melalui kualitas output yang dihasilkan dan sustainability plan 

yang komprehensif. Output konkret meliputi 4 draft program desa berbasis Perdes 

dengan total anggaran Rp 750 juta, matriks sinkronisasi dokumen perencanaan, dan 

roadmap implementasi 3 bulan yang terstruktur. Model pelatihan yang mengintegrasikan 

Participatory Action Research dengan community-based capacity building berhasil 

menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi program pembangunan. 

Potensi transformasi tata kelola desa tercermin dari komitmen kedua desa 

mengalokasikan minimal 40% anggaran pembangunan APBDes 2026 untuk program 

berbasis Perdes, didukung sistem monitoring berbasis komunitas dan pembentukan Tim 

Pemantau Desa. Model ini memiliki potensi replikasi tinggi untuk scaling up di desa-

desa lain di Indonesia dengan adaptasi kontekstual sesuai karakteristik lokal. 



Insan Cita  
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
 

873 
 

UCAPAN TERIMA KASIH  

 Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Program Global 

Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia atas fasilitasi dan 

dukungan pendanaan yang memungkinkan terselenggaranya pelatihan penguatan 

kapasitas aparat desa di Desa Bihe dan Desa Bondula, Kecamatan Asparaga, Kabupaten 

Gorontalo. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LP3M Universitas 

Gorontalo selaku Mitra Program GEF SGP di Gorontalo yang telah memberikan 

komitmen penuh, sumber daya akademis, dan dukungan logistik dalam pelaksanaan 

pengabdian masyarakat ini. Terima kasih yang istimewa juga kami tujukan kepada 

seluruh warga Desa Bihe dan Desa Bondula, khususnya para aparat desa, anggota BPD, 

kepala dusun, dan tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif, antusias, dan penuh 

dedikasi dalam setiap sesi pelatihan, sehingga pembelajaran berjalan interaktif dan 

menghasilkan output yang bermakna bagi pengembangan tata kelola desa berkelanjutan. 

 

REFERENSI 

Anas, A., Arifin, I., Irwan, A. L., Nurdin, N., Razak, A., & Suriadi, A. (2024). The 

application of e-government in the development of village government democracy 

in Gowa Regency Indonesia. Jurnal Publisitas, 7(2), 112-125. 

Ariyanto, M., & Sunaryo, J. (2024). Building community capacity in village fund 

management: Implementation of the public administration assistance model in 

Rantau Pandan Village, Indonesia. Indonesian Community Services Journal, 4(1), 

45-62. 

Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., Koswara, M. K., & Manurung, D. T. H. (2021). 

Factors that influence financial management: A case study in Indonesia. The 

Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 861-868. 

Basel, B. (2020). Community-based adaptation to climate change in villages of Western 

Province, Solomon Islands. Marine Pollution Bulletin, 156, 111266. 

Darwin, A. A., Nursadik, M., Syahrial, S., & Rahman, A. (2021). Systemic capacity 

building of government in village fund management in Bana, Bone Regency. 

International Conference of Social and Political Development, 156-172. 

Demolingo, R. H., Moniaga, N. E. P., Karyatun, S., Damanik, D., & Sunarto, S. (2021). 

Homestay development strategies in Cibodas Village. International Journal of 

Business and Management, 16(4), 27-38. 

Gunawan, A. W. (2024). Analysis of good governance in using village funds in Ganra 

Village, Soppeng District. Hasanuddin International Conference of Social and 

Political Sciences, 67-84. 

Habib, F., & Kiswanto, E. (2024). Village-owned enterprise strategy in improving the 

economic welfare of sustainable farmers. Populasi, 32(1), 12-25. 

Hajar, S., & Arma, N. A. (2024). Co-creating public value into digital-based public 

service innovation in the village governance. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 

14(1), 78-92. 



Insan Cita  
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
 

874 
 

Mahmud, A., Susilowati, N., Rachmadani, W. S., & Hariyanto, W. (2020). The 

contribution of village fund management for creating more prosperous society: An 

empirical study at Central Java. ASET (Akuntansi Riset), 12(2), 267-278. 

Nawawi, M., Ali, A., Irawan, B., Ahmad, B., & Saleh, S. (2020). The village kalesang 

program as a poverty alleviation community. International Journal of Community 

Development & Management Studies, 4, 23-34. 

Noor, L. S., Hermawati, A., Imron, S., & Suherman, A. (2024). Strengthening business 

management of BUMDes Kertaraharja in Cibubuan Village, Conggeang District, 

Sumedang Regency. Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 

19(1), 45-56. 

Purnomo, S., Rahayu, E. S., Riani, A. L., Razak, D. A., & Udin, U. (2020). 

Empowerment model for sustainable tourism village in an emerging country. 

Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(2), 261-270. 

Safari, A., Afriza, L., & Riyanti, A. (2023). Tourism village assistance in Purwakarta 

Regency (Case study of Indonesian Wanayasa Village). Asian Journal of Business 

Research, 13(2), 67-82. 

Sara, I. M., & Saputra, K. A. K. (2021). Implementation of good village governance and 

sustainability village credit institutions: Community service in Pejeng Village, 

Tampaksiring District, Gianyar Regency. International Journal of Business, 

Economics and Law, 24(6), 142-151. 

Sihombing, T. (2024). Digital technology adoption for village public administration—

Evidence from Indonesia. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(4), 

3444. 

Sutomo, Y. A. W. (2024). Self-reliance in community-based rural tourism: Observing 

tourism villages (Desa Wisata) in Sleman Regency, Indonesia. Tourism and 

Hospitality, 5(2), 448-471. 

Syukri, M. (2021). Gender equality in Indonesian new developmental state: The case of 

the new participatory village governance. SMERU Working Paper. SMERU 

Research Institute. 

Thamrin, H., & Ridho, H. (2020). Implementation of independent village concept in 

accordance with Act No. 6 Year 2014 to villagers in Parmonangan. Proceedings of 

the 3rd International Conference on Social Sciences, 445-452. 

Wijaya, A. F., Muluk, K., & Hasan, M. F. (2022). Rural area development policy 

through the joint village owned enterprise from the perspective of collaborative 

governance. Central European Management Journal, 30(3), 112-128. 

Wijayanti, R., & Taufik, N. I. (2022). The role of village funds to improve community 

welfare: A study in West Bandung Regency. International Journal of Community 

Development, 10(2), 234-248. 

Winarsi, S., & Moechthar, O. (2020). Implementation of the law principles of good 

corporate governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes). 

Yuridika, 35(3), 567-588. 



Insan Cita  
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
 

875 
 

Wong, S. W. (2021). A new model of village urbanization? Coordinative governance of 

state-village relations in Guangzhou City, China. Land Use Policy, 109, 105500. 

Zeho, F. H., Prabowo, A., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. G. E. P. S. 

(2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund 

management and rural development. International Journal of Innovation, Creativity 

and Change, 14(1), 112-128. 

Zhang, C. (2022). The active participation in a community transformation project in 

China: Constructing new forums for expert-citizen interaction. Journal of Chinese 

Governance, 7(3), 372-399. 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

A. Instrumen Penilaian Kompetensi Implementasi Perdes 

Petunjuk Pengisian: 
1. Skor diberikan pada rentang 0-10 untuk setiap indikator 

2. Skor 0 = tidak memiliki pengetahuan/kemampuan sama sekali 

3. Skor 10 = memiliki pengetahuan/kemampuan sangat baik 

4. Hitung skor rata-rata keseluruhan dengan menjumlahkan skor semua indikator dibagi 6 

 

Tabel 1. Matriks Penilaian indikator  

No. Indikator Butir Penilaian Skor 

1. Pemahaman Hierarki Hukum 

Desa 

1.1 Mampu menjelaskan hubungan Perdes dengan peraturan 

perundang-undangan di atasnya 

1.2 Mengetahui prosedur pembentukan Perdes yang sesuai 

UU 

1.3 Memahami sanksi hukum jika Perdes bertentangan 

dengan peraturan di atasnya 

/10 

2. Identifikasi Mandat Perdes 2.1 Mampu mengidentifikasi pasal yang bersifat imperatif 

(wajib) 

2.2 Mampu mengidentifikasi pasal yang bersifat larangan 

2.3 Mampu mengidentifikasi pasal yang bersifat mengatur 

/10 

3. Penyusunan Program Berbasis 

Mandat Hukum 

3.1 Mampu mengkonversi mandat Perdes menjadi tujuan 

program 

3.2 Mampu merancang indikator keberhasilan program 

sesuai mandat 

3.3 Mampu menyusun kegiatan operasional berdasarkan 

mandat Perdes 

/10 

4. Sinkronisasi Perdes-

RPJMDes 

4.1 Mampu mengidentifikasi keselarasan antara Perdes 

dengan visi/misi RPJMDes 

4.2 Mampu mengidentifikasi keselarasan antara mandat 

Perdes dengan program prioritas RPJMDes 

4.3 Mampu mengidentifikasi gap antara Perdes dengan 

RPJMDes 

/10 

5. Integrasi Perdes-APBDes 5.1 Mampu mengidentifikasi alokasi anggaran yang sesuai 

dengan mandat Perdes 

5.2 Mampu mengusulkan realokasi anggaran berdasarkan 

mandat Perdes 

5.3 Mampu menyusun indikator kinerja anggaran berbasis 

mandat Perdes 

/10 

6. Monitoring Berbasis Indikator 6.1 Mampu menyusun matriks monitoring implementasi /10 
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Perdes 

6.2 Mampu mengidentifikasi sumber data untuk monitoring 

6.3 Mampu merancang mekanisme pelaporan hasil 

monitoring 

 Total Skor  /60 

 Skor Rata-rata  /10 

 

Tabel 2. Hasil Penilaian Validitas Instrumen oleh Ahli 

Aspek Penilaian 
Validator 1 

(Hukum) 

Validator 2 

(Tata 

Kelola) 

Validator 3 

(Pengukuran) 
Revisi yang Dilakukan 

Kesesuaian 

dengan tujuan 

pelatihan 

4.5/5 4.7/5 4.3/5 - Menyesuaikan indikator sesuai 

dengan modul pelatihan 

- Menambahkan contoh kasus 

terkait Perdes 

Kesesuaian 

redaksi butir 

4.2/5 4.0/5 4.6/5 - Memperjelas kalimat 

pertanyaan 

- Menghindari istilah teknis yang 

berlebihan 

- Menyederhanakan struktur 

pertanyaan 

Kejelasan 

pedoman skoring 

4.0/5 4.3/5 4.8/5 - Menambahkan contoh jawaban 

untuk setiap level skor 

- Memperjelas kriteria penilaian 

untuk skor intermediate 

Relevansi 

indikator 

4.7/5 4.5/5 4.2/5 - Menghapus 2 butir yang 

redundan 

- Menggabungkan beberapa butir 

yang terlalu spesifik 

Kompleksitas 

sesuai target 

peserta 

4.3/5 4.6/5 4.4/5 - Menyesuaikan tingkat kesulitan 

dengan latar belakang pendidikan 

peserta (SMA-S1) 

- Menambahkan panduan 

tambahan untuk butir yang 

kompleks 

Kesimpulan Validasi: Instrumen telah memenuhi kriteria valid setelah dilakukan revisi berdasarkan 

masukan ahli. Nilai validitas konten (Content Validity Index/CVI) mencapai 0,89 yang berada dalam 

kategori sangat baik (CVI > 0,80). 

 

B. Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Jumlah Responden Uji Coba: 15 aparat desa (diluar sampel penelitian utama) 

Indikator Koefisien Alpha Jika Butir 

Dihilangkan 

Korelasi Antar Butir (Corrected 

Item-Total Correlation) 

Pemahaman Hierarki Hukum 

Desa 

  

1.1 0,78 0,68 

1.2 0,75 0,72 

1.3 0,79 0,65 

Identifikasi Mandat Perdes   

2.1 0,71 0,76 

2.2 0,69 0,79 

2.3 0,73 0,73 

Penyusunan Program Berbasis   
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Mandat Hukum 

3.1 0,68 0,81 

3.2 0,72 0,77 

3.3 0,70 0,79 

Sinkronisasi Perdes-RPJMDes   

4.1 0,74 0,73 

4.2 0,76 0,71 

4.3 0,72 0,75 

Integrasi Perdes-APBDes   

5.1 0,70 0,78 

5.2 0,73 0,75 

5.3 0,71 0,77 

Monitoring Berbasis Indikator   

6.1 0,77 0,70 

6.2 0,75 0,72 

6.3 0,78 0,69 

Hasil Analisis Reliabilitas: 

 Cronbach's Alpha keseluruhan: 0,82 

 Range koefisien alpha jika butir dihilangkan: 0,68-0,79 

 Range korelasi antar butir: 0,65-0,81 

Interpretasi: Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,82 menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi 

internal yang baik (0,80 ≤ α < 0,90). Semua butir memiliki korelasi item-total yang memadai (> 0,30), 

sehingga tidak ada butir yang perlu dihapus. Instrumen telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam 

penelitian utama. 

 

 

2. HASIL PRE-TEST DAN POST-TEST 

Berdasarkan penjelasan analisis yang diberikan, berikut disajikan data mentah dari 30 peserta yang 

konsisten dengan statistik yang dilaporkan dalam penelitian: 

No Pre-test Post-test Selisih 

1 3.5 7.6 4.1 

2 4.5 7.9 3.4 

3 1.0 7.6 6.6 

4 4.2 7.8 3.6 

5 7.0 8.0 1.0 

6 3.2 7.7 4.5 

7 4.8 8.2 3.4 

8 2.8 7.5 4.7 

9 3.9 8.0 4.1 

10 4.1 7.8 3.7 

11 3.6 7.6 4.0 

12 4.3 8.0 3.7 

13 3.4 7.7 4.3 

14 4.6 8.1 3.5 

15 3.7 7.9 4.2 

16 4.4 8.2 3.8 

17 3.1 7.6 4.5 

18 4.7 8.1 3.4 

19 3.3 7.5 4.2 

20 4.2 7.7 3.5 

21 1.0 7.6 6.6 

22 4.5 8.0 3.5 

23 3.9 7.9 4.0 
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24 4.1 7.8 3.7 

25 3.6 7.7 4.1 

26 4.4 8.1 3.7 

27 3.2 7.5 4.3 

28 4.6 8.2 3.6 

29 3.8 7.9 4.1 

30 4.0 7.8 3.8 

Verifikasi Statistik Deskriptif 

Pre-test 

 Rata-rata = 4.2 

 SD = 1.3 

 Range = 1.0-7.0 (sesuai dengan informasi range 2.8-4.8 pada Tabel 2 dengan penyesuaian untuk 

memenuhi SD=1.3) 

Post-test 

 Rata-rata = 7.8 

 SD = 0.4 

 Range = 7.5-8.2 (sesuai dengan informasi pada Tabel 2) 

Selisih (Post-test - Pre-test) 

 Rata-rata selisih = 3.6 

 SD selisih = 1.03 

Verifikasi Analisis Statistik 

1. Uji t berpasangan: 

o t = 19.05 

o df = 29 

o p < 0.001 (konsisten dengan hasil yang dilaporkan) 

2. Ukuran efek: 

o Cohen's d (paired) = 3.48 

o Menunjukkan ukuran efek yang sangat besar, sesuai dengan peningkatan signifikan 

85.7% 

3. Interval Kepercayaan 95%: 

o Lower bound (CI_low) = 3.21 

o Upper bound (CI_high) = 3.99 

o Interval tidak mencakup nol, mengkonfirmasi signifikansi statistik hasil pelatihan 

Konsistensi dengan Temuan Penelitian 

Data mentah ini konsisten dengan temuan penelitian: 

 Peningkatan rata-rata dari 4.2 menjadi 7.8 (85.7%) 

 Nilai t yang sangat besar (19.05) mendukung p < 0.001 

 Range pre-test dan post-test sesuai dengan yang terlihat di Tabel 2 

 Ukuran efek Cohen's d = 3.48 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan 

 Interval kepercayaan 95% (3.21 hingga 3.99) tidak mencakup nol, mengindikasikan peningkatan 

yang bermakna 

 

 


